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PERJANJIAN KER^'ASAIUA

ANTARA

PROGRAM SiTUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN IL!ilU PEIII'IDIKAN

UNNIERSITAS SULTAIS AGENG TIRTAYASA
DAN

PROGRAII SiTUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAIIIULTAS ILUU SOSIAL

UIf IVEIISITAS NEGERI MALITNG

Nomor: I 85/UN43/HK.O6.0O I 2O2t
Nomor : L6.9.23 /UNS2.Z /DN I 2O2t

TENTANG

TRI DHA]RIIA PERGURUAN TNTGGI

Pada hari Selaca tanggal dua puluh satu bulan September tahun Dua Ribu
Due Puluh satu l2l-o9-2o211r, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yuni Mar5runl, M. pd Ketua Program Studi pendidikan
Sejarah, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa yang berkedudukan
di Jalan Ciwaru Raya, No. 25,
Cipare, Kec. Serang, Kota Serang,
Banten 42117. Dalam hal ini
bertindak dalam kapasitasnya
selaku Ketua Jurusan pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan llmu
Pendidikan Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, selanjutnya disebut
PIIIAK KESATII; dan

Ketua Program Studi pendidikan
Sejarah, Fakultas Imu Sosial,
Universitas Negeri Malang, yang
berkedudukan di Jalan. Semarang,
No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145.
Dalam hal ini bertindak dalarn
kapasitasnya selaku Ketua program
Studi Pendidikan Sejarah Fakultas

2. Dr. Ad Sapto, M.Hun



Ilmu Sosial Universitas
Malang, selanjutnya disebut
KTDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KTDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAI(, dan masing-masing disebut pIHAr{.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut ,perl'anjian

Kerjasama) dengan ketentua:r dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJT'AN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan
di antara PARA PIHAK dalam. melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUAI$G LINGI(UP

1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokolorya
PARA PIHAI( akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi., dengan memanfaatkan sumber daya dan
fasilitas yang tersedia di linlgkungan pARA PIHAK.

2) Kerjasama Tri Dharma PerSJuruan Tinggr di antara PARA PIIIAK meliputi
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih
detail, aspek dan kegiatan y'ang akan dikerjasamakan meliputi:
af PendidtLen

l7) sharing dosen dalamL rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen
pembimbing, dan rekrgnisi.

(2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belqiar Kampus
Merdeka

Negeri
PIHAK



pl Shanng fasilitas laboratorium

l+l Shanng fasilitas dan sistem laboratorium
(5) Kerjasama dalam pen]rusunan dan reuieut kurikulum

bf Penelltlan

(1) Kolaborasi penelitian dan publikasi.
(2) Pertukaran editor dar, reuieurerjurnal.
(3) Pertukaran publikasi. dosen dan mahasiswa.
(4) Kolaborasi pen5rusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan

buku lainnya.

(5) Kegiatan peningkateue publikasi dosen dan mahasiswa berupa
pelathan dan pendanrpingan pengelolaan jurnal.

cl Pengabdlan Kepada Maryaralat
(1) Kedasama dalam pennbinaan Desa Mitra
(2) Kedasama dalam melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat

berdasarkan isu stral.egis.

PASAL 3

PEIAKSANAAIT KTGIATAN

1) Pelaksanaan kegiatan dalarn ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan
diatur lebih lanjut oleh PARA prHArt dan akan dituangkan dalam
Kerangka Acuan Kerja.

2) Terhadap pelaksanaan kegfatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi
berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk
perencana€rn program kerja selanjutnya.



PASAL 4

HAI( PARA PIHAIT

l) PIHAI( KESATU berhak:

a) Mengusulkan kepada I'IHAI( I(EDUA untuk memberi bantuan dalam
hal pelaksanaan Tri Drrarma perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup
yang disepakati kepada PIHAI( IIESATU.

b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggl sesuaji dengan Kerangka Acuan Kerja.

2l PIHAI( KEDUA berhal:
a) Mengusulkan kepada PIEIAK KTSATU untuk memberi bantuan dalam

hal Tri Dharma Perguruan Tinggr sesuai ruang lingkup yang disepakati
kepada PIHAIT KEDUA.

b) Mendapatkan bantuan berupa flasilitas pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggr sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIIIAIT

U PIIIAK KESATU berkewajiban:

a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja.

b) Memberi informasi berurpa data/materi sesuai dengan KerangkaAcuan
Ke{a yang dilakasanakan kepada PIHAK KEDUA.

c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada pIHAK 13tIrUA
sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2l PIHAK KTDUA berkewajib,an:

a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja.



b)

c)

Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan
Kerja yang dilaksanakan kepada PIHAK KESATU.

Melaporkan pelaksanaan perjanjian Kerjasama kepada pIHArr
KESATU sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 5

JAIYGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama s (Lima)
tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat
diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA prHAr(.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini akan diatur
kemudian oleh PARA ptrrAr( berdasarkan program kerja yang telah
disepakati oleh PARA pUrArr, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan
Kerja.

PASAL 8

KEADAAIY UEUAI(SA (TORCE MA,rEUnq

1) Yang dimaksud dengan pore Majeure datam perjanjian Kerjasama ini
adalah setiap peristiwa atau keadaan yang tedadi di luar kekuasaan
PARA PIHAI( pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu atau
PARA PIITAT( tidak dapat memenuhi kewqiiban sesuai dengan
ketentuan dalam pedanjian Kerjasama termasuk kehendak T\rhan,
perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan,
kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kerautan atau
embargo, satu dan lainrrya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1266
Kitab undang-undang Etukum perdata (KUH perdata);



1)

2) Datam hal terjadi Foree Majeure yang mengakibatkan terhambatnya
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang mengalami
Force Majeure tersebut harus segera memberitahukan kepada PIHAK
lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya
keadaan memaksa tenrebut, disertai butki-bulrti yang sah, demikian
juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 9
PEITYELESAIAIT PERSELISIHAIY

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian
Kerjasama ini, akan disele,saikan secara musyawarah mufakat oleh pARA
PIIIAK;

Dalam hal tidak terdaprat kesesuaian pendapat dalam musyawarah
mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Badan
Arbitrase Nasional Indonersia (BANI)

PASAL IO

PERUBAHAIT

lf Perjanjian Kerjasama ini clapat diubah berdasarkan kesepakatan pARA
PIHAK;

2l Perubahan dan/atau haJ-hal yang belum diatur dalam perjanjian
Kerjasama ini, diatur dartam ad.dendum dan /atau amandemen yang
disepakati oleh PARA prHAr( dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 1I
I"AIN-I"AIIT

Dalam hal terdapat perubahem dan/atau hal-hal lain yang belum cukup
diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicrakan secara musyawarah
mufakat oleh PARA PrHAr dan akan dituangkan dalam suatu od.d.endum

2l



yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12

PEITUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup,
dan ditandatangani oleh PAIIA PIIIAK, serta mempunyai kekqatan hukum
yang sama.

Pihak Kesatu, Pihak Kedua,

Yuni Mar;runi, M. pd
NIP. 19810619 zo-tot2 2 ()03

Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sultan.
Ageng Tirtayasa
Dekan,

Juansah, M.P,d.

Dr. Ari Sapto, M. Hum
NIP. 1962t2(n 198701 I OOI

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang
Dekan,

M. Pd
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